









Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, maka 
penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 
Hukum internasional mengatur secara khusus mengenai hak untuk 
membela HAM atau yang biasa disebut sebagai hak Pembela HAM. 
Pelindungan hukum terhadap Pembela HAM dalam perspektif hukum 
internasional diatur  dalam Deklarasi Pembela HAM tahun 1998 yang berbentuk 
soft law, yaitu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, namun 
mengikat secara moral. Berdasarkan Deklarasi Pembela HAM dapat dipahami 
bahwa Pembela HAM mempunyai beberapa hak, yakni hak kebebasan 
berpendapat, hak untuk berpartisipasi aktif dalam urusan urusan pemerintahan 
dan publik, hak untuk mendapatkan pemulihan dan pelindungan hukum, serta 
hak untuk pemajuan dan penegakan HAM. Selanjutnya,kendati pun Deklarasi 
Pembela HAM PBB tahun 1998 tidak mempunyai kekuatan hukum yang 
mengikat, namun negara-negara Uni Eropa mengakui, melaksanakan serta 
mengembangkan Deklarasi tersebut sebagai pedoman dengan dibuatnya 
Panduan Uni Eropa mengenai Pembela HAM tahun 2004. Hal ini menunjukkan 
komitmen dan kemauan negara-negara di Uni Eropa dalam hal mengakui 




dapat berguna bagi pembaharuan hukum, tidak terdapat batas-batas dalam hal 
pengimplementasiannya seperti halnya hard law.Kendati pun hak Pembela 
HAM diatur secara khusus dalam soft law yang tidak mempunyai kekuatan 
hukum yang mengikat,   hukum internasional juga mempunyai pelindungan 
secara umum dalam konteks Pembela HAM yang sudah diterima di berbagai 
negara termasuk Indonesia, yakni pelindungan yang diberikan oleh HAM karena 
individu tersebut merupakan manusia yang memang berhak menikmati HAM, 
seperti hak untuk tidak diganggu martabatnya sebagai manusia, hak untuk 
berkespresi, dan hak untuk rasa aman dalam menjalankan pekerjaannya. Dalam 
penelitian ini pelindungan tersebut tercantum dalam UDHR dan ICCPR. 
Penerapan hukum internasional dalam peraturan hukum nasional terkait 
pelindungan Pembela HAM secara khusus tercantum dalam Peraturan Komisi 
Nasional Hak Asasi Manusia mengenai Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prosedur 
Perlindungan terhadap Pembela HAM. Namun kekuatan hukum Peraturan 
KOMNAS HAM tersebut tidak mengikat pihak yang lain, melainkan hanya 
mengikat KOMNAS HAM sendiri, yang artinya perlindungannya tidak efektif 
serta banyak hal dalam substansi Peraturan KOMNAS HAM yang tidak sesuai 
dengan Deklarasi Pembela HAM. Terdapat sedikit perbedaan antara HAM 
dengan Hak Pembelaan HAM walaupun sama secara prinsip. Hak pembelaan 
HAM digunakan untuk menunjang HAM itu sendiri.Hak Pembelaan HAM 
mengatur mengenai bagaimana seorang tersebut memperjuangkan HAM-nya.. 
Dalam konteks hukum nasional Indonesia, pelindungan terhadap Pembela HAM 




diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang umum pula seperti 
UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 
Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International 
Covenant On Civil and Political Rights. Dalam peraturan hukum nasinal 
Indonesia tidak tertera mengenai Pembela HAM secara khusus sebagaimana 
diatur dalam Deklarasi Pembela HAM.Peraturan mengenai Pembela HAM 
secara khusus sejatinya dapat menjawab tanggung jawab utama pemerintah 
dalam pemajuan HAM sebagaimana termaktub dalam Pasal 8 Undang-Undang 
Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 
B. Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah penulis uraikan, penulis akan 
mengemukakan saran sebagai berikut: 
1. Bahwa seharusnya tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang tidak 
jelas bagaimana batasannya terhadap hak-hak Pembela HAM. 
Pembatasan yang dimaksud seperti menganggu ketertiban umum, 
kesejahteraan umum dan sebagainya, selama bisa dipastikan bahwa 
Pembela HAM tersebut menjalan haknya dengan cara-cara damai. 
2. Bahwa dalam rangka pelindungan hukum terhadap Pembela HAM 
secara spesifik,  dalam konteks hukum nasional Indonesia, 
seharusnya diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Presiden, 
setelah itu baru mengamanatkan KOMNAS HAM terkait 




mengenai mekanisme perlindungan terhadap Pembela HAM nya ada, 
namun keberadaan hak ataupun aktivitas Pembela HAM tidak 
ditemukan secara spesifik dalam aturan manapun 
3. Mendorong Pemerintah Indonesia untuk segera mengimplementasi 
prinsip-prinsip HAM dan kebebasan dasar yang diatur dalam 
Deklarasi Pembela HAM ke dalam produk hukum nasional secara 
tegas, jelas, dan spesifik. 
 
 
 
 
 
